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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat 

telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas 

menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di 

wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga 

mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian 

perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan 

komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. 

Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain : keberagaman 

tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan 

infrastruktur. Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini 

pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan 

tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan 

pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan 

lembaga komunikasi masyarakat. 

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi 

yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung 

kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi 

informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup 

semua SKPD. 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau merupakan suatu 

unit kerja yang dipercaya sebagai pengelola, pelaksanaan kebijakan di bidang 

Komunikasi Dan Informasi, Persandian dan Statistik. Untuk itu Dinas Komunikasi 

Dan Informatika Kabupaten Lamandau akan berupaya untuk selalu meningkatkan 

pelayanan di bidang Komunikasi, Teknologi Informasi, Sandi dan Statistik sehingga 

dapat menjadi pusat informasi bagi kebutuhan Pemerintah pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai 

OPD yang membidangi kominfo, persandian dan statistik, maka disusunlah 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 

Lamandau untuk kurun waktu (5) lima tahun ke depan untuk melaksanakan 
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program dan kegiatan tahun 2018 s/d 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi OPD 

serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Lamandau 2018 - 2023 dan bersifat indikatif. 

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat 

daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi 4 (empat) proses,yaitu 

(1) persiapan penyusunan renstra; (2) penyusunan rancangan renstra; (3) 

penyusunan rancangan akhir; dan (4) penetapan. 

Penyesuaian terhadap renstra mutlak dilakukan, dikarenakan renstra 

tersebut disusun mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah 

daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2018-2023. 

Fungsi Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 

Lamandau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah : 

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten 

dengan visi, misi dan tupoksi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 

Lamandau dalam kerangka waktu sesuai kapasitas OPD dalam 

implementasinya 

2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan 

pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau agar lebih 

dipahami dan bemanfaat bagi masyarakat 

3. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani 

isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Kabupaten Lamandau 

4. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai 

tujuan 

5. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Lamandau. 

 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 dilakukan dengan berlandaskan kepada 

beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung 

lainnya sebagai berikut : 
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1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten 

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, 

Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4720); 

6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 

Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 517); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau 

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 994); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
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2014 Nomor 115); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1312); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2017 Nomor 01); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 

Seri E); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang 
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Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033; dan 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor .... Tahun ..... tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor ... Tahun 

20.... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 

.... Nomor ....); 

29. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Kabupaten Lamandau. 

30. Peraturan Bupati Lamandau Nomor .... Tahun .... tentang Pengesahan Rencana 

Strategis SKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun ..... Nomor ....). 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Kabupaten Lamandau adalah memberikan pedoman/landasan serta 

arah pembangunan bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik di 

Kabuapten Lamandau selama lima tahun ke depan. 

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 

Lamandau tahun 2018 s/d 2023 adalah : 

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya 

agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra. 

2. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Kabupaten Lamandau terhadap program dan kegiatan tahun 2018 

s/d 2023. 

 
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 

Lamandau Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut : 

 
BAB I P E N D A H U L U A N 

1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD 
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dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra 

OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra 

provinsi dan Renstra kabupaten dengan Renja OPD. 

 
1.2 Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur 

organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kominfo serta pedoman yang 

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas 

Kominfo. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra 

Dinas Kominfo. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kominfo serta 

susunan garis besar isi dokumen. 

 
BAB II GAMBARAN PELAYANAN 

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja 

pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas 

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau. 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat 

Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi 

sampai dengan eselon terendah Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur 

organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, 

jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah 

 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki 

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup 

sumber daya manusia dan asset. 
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2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah 

berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode 

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator 

kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti 

MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 

 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Perangkat Daerah 

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat 

Daerah dan Renstra Dinas Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan 

hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang 

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan 

pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini 

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan 

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang 

dibutuhkan. 

 

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan 

Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

3.2 Telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan 

pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor 

penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat 

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala 

daerah tersebut. 

 

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi 

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun 

faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang 
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mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari 

sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra. 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan 

pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW 

dan KLHS. 

 

3.5 Penentuan Isu Strategis 

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat 

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. 

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu 

strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun 

rencana. 

 
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran 

jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran 

jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya. 

 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan 

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. 

 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 

 
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat 

Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 
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BAB VIII PENUTUP 

Pada bagian ini berisikan kaidah pelaksanaan Renstra 


